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Bismillahirrahmanirrahim, 
 
Syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT kami haturkan atas limpahan 

karunia, rahmat, taufik, hidayah dan berkah-Nya lah maka penyusunan dan 
penerbitan buku ‘Mengenal Lebih Dalam Pancasila (Membumikan Pancasila 
untuk Mahasiswa)’ dapat diselesaikan. Walaupun tujuan utama buku ini 
adalah sebagai buku pegangan untuk memperluas wawasan mahasiswa, 
namun tidak menutup kemungkinan untuk dibaca oleh masyarakat luas 
penambah wawasan. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, nilai-nilai luhur dalam Pancasila 
merupakan filsafat berbangsa dan bernegara yang diakui oleh dunia 
ketinggiannya, namun kita sadari bersama bahwa penerapan dan 
pelaksanaannya belum optimal dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari 
hal itu, maka buku sederhana ini kami susun dengan mengundang penulis 
yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidangnya. Berdasarkan hal 
tersebut, kami juga mencoba menyampaikan topik yang dibahas secara 
sistematis dan terstruktur sehingga mudah dipahami dan diamalkan pada 
akhirnya nanti. 

Pancasila sebagai sistem menunjukkan keterkaitan antar sila yang 
mewujudkan suatu sikap hidup sangat baik dalam berbangsa dan bernegara. 
Sila pertama sebagai dasar sila-sila lainnya menjadi fondasi membangun 
karakter Pancasila untuk mencapai tujuannya, yaitu Kesejahteraan Sosial Bagi 
Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian, relevansi Pancasila dengan 
agama sangat kuat sekali; dalam hal ini adalah agama Islam. Oleh karena itu, 
membahas Pancasila dari Perspektif Islam menjadi salah satu topik yang 
dibahas dalam buku ini. Nilai luhur Pancasila perlu diturunkan menjadi nilai 
praktis yang dipahami dengan mudah oleh mahasiswa saat ini yang 
merupakan Generasi Milenial dan hal ini sekaligus menjadi tantangan 
tersendiri yang perlu dicarikan metodenya. Salah satu pendekatan yang 
ditawarkan dalam buku ini adalah Kepemimpinan Pancasila untuk Mahasiswa 
dan Pancasila Sebagai Dasar Nilai dalam Strategi Pengembangan IPTEK pada 
Era Revolusi Industri 4.0-5.0. Tantangan berikutnya adalah Pancasila dalam 
pembangunan yang dibahas dalam Sikap Anti Korupsi dan Tantangan 
Penerapan Pancasila Kontemporer. 

 

KATA PENGANTAR 
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Kami menyadari bahwa buku sederhana ini masih jauh dari harapan 
banyak pihak; oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon 
maaf apabila ditemukan banyak kekeliruan dan selanjutnya kami sangat 
terbuka untuk semua saran perbaikan buku ini. Tidak lupa pula dengan 
segenap hati dan tulus kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai 
pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini: para penulis, editor, penerbit, 
dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah 
SWT membalas budi kebaikan Bapak dan Ibu semuanya, dan semoga pula 
buku sederhana ini menjadi amal kebaikan bagi yang menulis maupun yang 
membacanya, aamiin. 

 
 
 

       Jakarta, Juli 2023 
 
 
 

        Tim Penulis 
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SEJARAH PANCASILA DI BUMI NUSANTARA  
 

Oleh: Efridani Lubis 
 

Kita tidak bisa mengubah masa lalu, 
Kita tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak bisa dihindari, 

Satu hal yang bisa kita lakukan  
adalah berpegang pada tali yang kita punya, 

Dan, itu adalah perilaku yang benar  
(Charles R Swindoll) 

 

A. PENDAHULUAN 
Sejarah merupakan bagian perjalanan bangsa dan negara yang erat 

kaitannya dengan perkembangan bangsa dan negara tersebut. Ada 
pernyataan dari Presiden Soekarno yang mengatakan, ”Jangan sekali-kali 
meninggalkan sejarah” yang sering dikutip sebagai JAS MERAH. Pernyataan 
tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam 
membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal 
tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero 
(106-43SM) yang mengungkapkan, “Historia Vitae Magistra”, yang bermakna, 
“Sejarah memberikan kearifan”.1 
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PANCASILA DALAM PENDEKATAN FILSAFAT 
 

Oleh: Efridani Lubis 
 

Nurani adalah hakim sejati antara kebaikan dan keburukan, 
nurani adalah yang menjadikan seseorang mendekati sifat Tuhan, 

dan nurani adalah manfaat terbesar sifat alami manusia. 
tanpa nurani, tak akan ada yang membuat kita lebih tinggi dari hewan, 

dan orang tak akan berpindah dari satu kebohongan ke kebohongan lain  
(Jean Jacques Rousseau) 

 

A. PENGERTIAN FILSAFAT 
Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia atau philosophos 

(). Philos atau philein berarti teman atau cinta, sedangkan shopia 
atau shopos berarti kebijaksanaan (wisdom), pengetahuan, dan hikmah. 
Dengan demikian, filsafat merupakan kecintaan atau kesungguh-sungguhan 
untuk mencari hikmah, hakekat, atau kebijaksanaan tentang sesuatu. Dengan 
demikian filsafat berarti mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana (menjadi 
kata sifat) bisa berarti teman kebijaksanaan (kata benda) atau induk dari 
segala ilmu pengetahuan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat berarti pengetahuan dan 
penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, 
dan hukumnya. Filsafat berarti juga mater scientiarum yang artinya induk dari 
segala ilmu pengetahuan. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki 
padanan kata falsafah (Arab), philosophie (Prancis, Belanda dan Jerman), 
serta philosophy (Inggris). 
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PANCASILA SEBAGAI JIWA BANGSA 
 

Oleh: Efridani Lubis 
 

Jauhkan aku dari orang-orang yang berkata, 
‘Akulah lilin yang menerangi jalan orang,’ 
tetapi dekatkan aku kepada orang-orang  

yang mencari jalan melalui cahaya orang-orang  
(Kahlil Gibran) 

 

A. PENGERTIAN JIWA BANGSA 
Menurut Friedrich Carl von Savigny, setiap bangsa mempunyai jiwa 

masing-masing yang disebut volkgeist (jiwa rakyat atau jiwa bangsa). 
Volkgeist yang dimaksud von Savigny adalah nilai kebaikan dan kebenaran 
yang diciptakan oleh Tuhan atau alam; yang menjadi sumber dari kebiasaan 
yang kemudian membentuk hukum atau rule of law (Hans Kelsen, 2009: 126). 

 

Gambar 3.1: Urutan Volkgeist menjadi Hukum 

 
Volkgeist berbeda-beda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya 

menurut tempat dan zaman, dan karenanya terkait erat dengan perjalanan 
sejarah bangsa tersebut. Dengan demikian hukum tidak dibuat ataupun 
diciptakan, melainkan lahir sebagai produk masyarakat atau bangsa pada 
kurun waktu tempat dan zamannya (Nurul Qamar dkk, 2018: 19). 
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PANCASILA SEBAGAI KEPRIBADIAN  
BANGSA (SISTEM ETIKA) 

 
Oleh: Fauziah 
 

Pancasila sebagai kepribadian bangsa (Sistem Etika) adalah keseluruhan 
ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa 
lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari 
garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa, hal 
tersebut tercermin pada nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila pancasila,  

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu 
nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma dalam 
kehidupan sehari hari baik norma agama, hukum, norma kesusilaan norma 
kebiasaan dan norma kesopanan. Dalam filsafat pancasila terkandung di 
dalamnya suatu pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis 
dan komprehensif dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai yang 
bersifat mendasar 

Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat 
fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Manakala nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam 
kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara maka nilai-
nilai tersebut dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga 
merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi: 
1. Norma moral/agama yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia 

yang dapat diukur dari sudut baik buruk, sopan atau tidak, susila atau 
tidak susila. Dalam kapasitas inilah maka nilai-nilai Pancasila telah 
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DASAR-DASAR KEPEMIMPINAN  
PANCASILA UNTUK MAHASISWA 

 
Oleh: Mayjen TNI Purn Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. 
 
A. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Alinea 
ke empat Undang-Undang Dasar diatur mengenai Dasar negara yakni 
Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, oleh 
karenanya semua peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tingkah 
laku serta kepribadiannya harus berdasarkan kepada Pancasila.  

Keberhasilan suatu negara tidak lepas dari kualitas pemimpin-
pemimpinnya. Oleh karena itu setiap pemimpin di Indonesia tingkah laku dan 
kepribadiannya haruslah mencerminkan dan bersumber kepada Pancasila 
sebagai dasar dan falsafah negara (Maxwell, 1998). 

Kepemimpinan adalah ilmu, seni dan kecakapan dalam mempengaruhi 
dan membimbing seorang bawahan, sehingga dari pihak yang dipimpin 
timbul kemauan, kepercayaan, hormat dan ketaatan yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugas-tugas yang dipikulkan kepadanya dengan menggunakan 
alat dan waktu, tetapi mengandung keserasian antara tujuan kelompok atau 
organisasi dengan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuan perorangan 
(Siagian, 1991). 

Mahasiswa sebagai calon pemimpin harus dibekali dasar-dasar 
kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila, sehingga dalam menerapkan 
kepemimpinannya kelak harus senantiasa mencerminkan kepribadian 
Pancasila. Dasar kepemimpinan yang harus dimiliki oleh calon seorang 
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PENERAPAN PANCASILA  
DARI PERSPEKTIF ISLAM  

 
Oleh: Husnul Khotimah S, S.Ag, M.Si.1  
  
A. PENDAHULUAN  

Pancasila telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia dengan segala 
pertimbangan, baik seperti letak geografis, kondisi demografi, serta kekayaan 
budaya nusantara. Hal ini disebut sebagai sesuatu yang final ataupun dengan 
sebutan “The Great Oughts”. Pancasila diyakini sebagai dasar yang mampu 
mempersatukan bangsa dari kayanya suku ras dan budaya yang dimilikinya 
sehingga Pancasila diyakini bahwa nilai-nilai mampu mewujudkan nilai-nilai 
toleransi antara ummat beragama. Tanpa pemersatu maka tidak ada 
kekuatan bangsa sebagaimana pendapat dari politisi Amerika Serikat Jhon 
Gardner bahwa “tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran ataupun 
keagungan jika tidak memiliki sesuatu yang dipercaya dan yang dipercayainya 
itu memiliki dimensi moral untuk mempertahankan peradaban warga 
negaranya”.  

Pancasila merupakan falsafah bangsa dan dasar Negara Indonesia, yang 
seharusnya menjadi kerangka dasar norma-norma bernegara dan 
bermasyarakat yang bermartabat.  

Kondisi bangsa saat ini sungguh sangat memprihatinkan, dirasakan bahwa 
kondisi bangsa saat ini mencerminkan belum diimplementasikan dan 
dipraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Segala 
perpecahan dan konflik yang terjadi sangat jauh dan tidak mencerminkan jati 
diri bangsa yang sesungguhnya. Perpolitikan yang terjadi marak dengan isu-
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SIKAP ANTI KORUPSI SEBAGAI  
WUJUD PELAKSANAAN PANCASILA 

 
Oleh: Martini 

 
Kepandaian tidak ada gunanya kalau tidak jujur. Yang ada nantinya hanya 

akan menjadi koruptor dan menipu bangsa sendiri (K.H. Shalahuddin Wahid) 
 

A. PENDAHULUAN 
Pada saat terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998, banyak harapan 

yang ditaruh bangsa Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik di segala 
sektor. Salah satu alasan terjadinya gerakan reformasi yang dimotori oleh 
mahasiswa pada saat itu adalah ketidakpuasan masyarakat akan praktek 
korupsi yang berkesan dilaksanakan secara ‘terbuka’. Oleh karena itu, 
besarnya harapan akan pemerintahan yang transparan dan jujur yang 
menjauhi praktek korupsi merupakan salah satu pesan yang diusung dalam 
gerakan reformasi. 

Namun ternyata, harapan itu masih jauh dari kenyataan; dari beberapa 
data yang diperoleh mengenai pergerakan korupsi di Indonesia menunjukkan 
trend yang meningkat dari tahun ke tahun; bahkan sampai dengan tahun 
2010 yang lalu; dan yang lebih memprihatinkan bahwa kasus korupsi tetap 
meningkat di masa pandemi Covid-19. Menurut Indonesia Corruption Watch 
(ICW), kasus korupsi di Indonesia terus meningkat, baik dari segi orang dan 
jumlah uang yang terlibat di dalamnya. Selain itu, beragamnya latar belakang 
pihak yang terlibat pun semakin luas; tidak terbatas hanya kalangan 
pengguna anggaran dan belanja negara, namun juga semakin banyak pihak 
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PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI  
DALAM STRATEGI PENGEMBANGAN  
IPTEK PADA ERA REVOLUSI 4.0 – 5.0 

 
Oleh: Muhajir, Efridani Lubis 
 

A. PENDAHULUAN 
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip 

yang menjadi ideologi dasar bagi negara Indonesia dan menjadi pedoman 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Tujuan Pancasila yang juga merupakan tujuan NKRI ini terdapat pada 
UUD 1945 alinea ke-4, yang menggariskan bahwa: 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia 
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk 
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada: 
1. Ketuhanan yang Maha Esa; 
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 
3. Persatuan Indonesia; dan  
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan / perwakilan, serta dengan  
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PANCASILA DAN KEINDONESIAAN: 
 TARIK MENARIK PEMAKNAAN  

DAN PERWUJUDAN PANCASILA41 

 
Oleh: Hamdan Zoelva 
 

A. PENDAHULUAN 
Tarik menarik pemahaman Pancasila dan perwujudannya dalam 

kehidupan negara adalah hal yang lumrah terjadi pada tahap post-
constitutional (lower stage). Salah satunya adalah fakta bahwa agama Islam 
sebagai kekuatan mayoritas bangsa Indonesia adalah kondisi obyektif yang 
tidak bisa diabaikan dalam setiap kebijakan negara, sehingga terbukti ajaran 
dan syariat Islam terus bertransformasi dalam berbagai bentuk kebijakan 
negara. Sepanjang proses demokrasi konstitusional dihormati dan menjadi 
landasan dalam kehidupan kenegaraan karena pengaruh nilai-nilai Islam 
dalam perwujudan Pancasila pada kebijakan negara, maka sistem akan terus 
berlangsung.  

Pada 2017 pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 
karena dianggap memperjuangkan idiologi khilafah yang dapat menggeser 
Pancasila sebagai idiologi negara. Demikian juga dalam beberapa 
perkembangan sebelumnya terdapat gerakan yang dapat dinggap sebagai 
anti Pancasila dan melakukan tindakan kekerasan dan teror sehingga selain 
mengancam keamanan nasional juga mengancam keberadaan idiologi 
Pancasila.  

 
41Tulisan merupakan pengembangan dari makalah Webinar bertajuk Pancasila, Islam dan 

Kebangsaan, Universitas Nasional, 27 Agustus 2020. 
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IMPLEMENTASI PANCASILA  
DALAM TANTANGAN PEMBANGUNAN 

INDONESIA KONTEMPORER 
 

Oleh: Bambang Haryanto 
 

A. PENDAHULUAN 
Seiring dengan perkembangan zaman, maka Pancasila pun menghadapi 

tantangan dalam pelaksanaan atau implementasinya. Dalam tulisan ini paling 
tidak ada tiga hal yang dibahas dan dirumuskan strategi menghadapi 
tantangan tersebut berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara 
sederhana. Adapun tiga hal dimaksud adalah: (1) Pembumian Pancasila di 
Generasi Emas; (2) implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Praktik Otonomi 
Daerah; dan (3) penerapan Pancasila dalam hubungan ketenagakerjaan atau 
Hubungan Industrial Pancasila. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan 
data melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi partisipatif. Disamping 
itu, studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi terkait 
dengan otonomi daerah dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 
Wawancara dilakukan dengan narasumber yang terkait, seperti mahasiswa, 
pekerja, pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, dan tokoh masyarakat. 
Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti beberapa kegiatan terkait, 
baik yang dilakukan oleh mahasiswa, tenaga kerja, maupun pemerintah 
daerah. Teknik observasi dilakukan dengan melihat langsung bagaimana 
implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan dan 
program pemerintah daerah. 
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